
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  

NOMOR 4 TAHUN 2013   

TENTANG 

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SLEMAN, 

Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral bukan 

logam dan batuan mempunyai peranan penting dalam 

memberikan nilai tambah secara nyata kepada 

pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan 

daerah secara berkelanjutan; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 

Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan 

Galian Golongan C di Kabupaten Daerah Tingkat II 

Sleman sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan 

perundang-undangan dan perlu dilakukan 

penyesuaian;  

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah 

Kabupaten berwenang untuk membuat Peraturan 

Daerah di bidang mineral; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Usaha 

Pertambangan Mineral Bukan Logam, dan Batuan; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5110); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 

dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24             

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 

(Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2012 

Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5282); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang 

pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5142); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang 

Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8               

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E);  

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN 

dan 

BUPATI SLEMAN 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN 

MINERAL BUKAN LOGAM, DAN BATUAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Sleman. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

dan Kecamatan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman. 

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 

organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab 

di bidang pertambangan mineral dan batubara atau organisasi perangkat 

daerah lain sesuai kewenangannya. 

7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD 

adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan 

tanggung jawab di bidang pertambangan mineral dan batubara atau 

organisasi perangkat daerah lain sesuai kewenangannya. 

8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam 

rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, 

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 

dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. 

9. Mineral bukan logam adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, 

yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur 

atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas 

atau padu, antara lain pasir kuarsa, asbes, talk, mika, magnesit, zeolit, 

kaolin, bentonit, dolomit, tawas, batu kuarsa, perlit, dan garam batu. 

10. Batuan adalah gabungan dari mineral baik yang bersifat lepas atau padu, 

antara lain tras, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, granit, 

andesit, leusit, tanah liat, batu apung, dan pasir yang tidak mengandung 

unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang 

berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. 

11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki 

sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau 

gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau 

padu. 



5 
 

12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan 

hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, firma, badan usaha milik negara (BUMN), 

atau badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha swasta, koperasi. 

13. Penduduk setempat adalah orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau 

koperasi di wilayah desa setempat. 

14. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral 

atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, 

eksplorasi, Studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. 

15. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah 

yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait 

dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari 

rencana tata ruang nasional. 

16. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah 

bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau 

informasi geologi. 

17. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP 

adalah wilayah yang diberikan kepada pemilik IUP. 

18. Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat WPR adalah 

bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 

19. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin 

untuk melaksanakan usaha pertambangan. 

20. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP 

Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan 

kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. 

21. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP 

Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai 

pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan 

tahapan kegiatan operasi produksi. 

22. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin 

untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan 

rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

23. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk 

mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 

24. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk 

memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, 


